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A. Latar Belakang 
 
Para akademisi dan praktisi sangat gencar untuk menyuarakan reformasi 
birokrasi pada institusi pemerintahan. Hal tersebut disebabkan kesadaran mereka 
akan kelemahan pada struktur, sistem dan proses kerja yang tidak hanya 
menyebabkan mayoritas institusi publik kurang gesit dalam membuat keputusan 
namun juga tidak berorientasi pada capaian untuk melayani masyarakat. Inilah yang 
menyebabkan munculnya ide untuk menerapkan prinsip baru dalam pengelolaan 
kinerja institusi pemerintah yang dikenal dengan The New Public Management atau 
Konsep Baru Pengelolaan Kepemerintahan.  
Paradigma tersebut mengharapkan aparatur pemerintah dapat mengubah 
mindset yang selama ini mereka terapkan dengan mengubah budaya administrator 
menjadi budaya kinerja. Dengan adanya perubahan tersebut, setiap kepala intitusi 
dituntut memiliki pengetahuan yang memadai dalam menetapkan secara jelas 
sasaran, tujuan dan target yang akan dicapai oleh institusi yang dipimpinnya. 
Transformasi manajemen pemerintahan dalam New Public Management mulai dari 
penataan kelembagaan/Institutional Arrangement, reformasi kepegawaian/ Civil 
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Pemikiran untuk mentransformasi manajemen pemerintahan telah dilakukan di 
Indonesia dengan mencanangkan program Badan Layanan Umum/Badan Layanan 
Umum Daerah (BLU/BLUD) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005. 
Penjelasan umum PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum secara explisit menjelaskan, BLU tidak hanya sebagai format baru dalam 
pengelolaan keuangan Negara namun juga sebagai wadah baru bagi pembaruan 
manajemen keuangan sektor publik. Pemerintah mengamanahkan kepada satuan kerja 
untuk mengadakan pembaharuan pada pengelolaannya. Berbicara mengenai amanah, 
hal tersebut tercantum dalam Al-Qur’an Surah Al Anfal/8/ ayat 27 yaitu:  
َاهَُّيأَٰٓ  َي ٱ َهيِذَّل  ْاُىوىَُخت َلَ ْاُىىَماَءٱ َ َّللّ  َوٱ َلىُس َّرل   َى  ََمأ ْا َُٰٓىوىَُختَو َنىَُملَۡعت ُۡمتَوأَو ۡمُِكت 
Terjemahan: 
“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul     
dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan 
kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya.” (Q.S. Al-Anfal: 27)2.   
 
Program tersebut merupakan bentuk pemisahan tanggung jawab dalam 
pemerintahkan untuk membedakan fungsi dari pemegang kebijakan (regulator) 
dengan fungsi satuan kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Sesuai Pasal 3 
angka 1 PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum disebutkan “BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian 
Negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang 
                                                           
1   Mahmudi. New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. 
2003. http://journal.vii.ac.id/index.php/sinerji/artikel. (Diakses 10 Februari 2015). Hal-34. 
2  Qur’an Word Dan Terjemahan nya, Q.S Al-Anfal/8/ayat 27 
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pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk 
yang bersangkutan dan tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.”. Hal 
tersebut merupakan pengejawantahan dari teori pengagenan yang telah diaplikasikan 
di beberapa Negara. Dalam teori tersebut Pimpinan Pusat Lembaga idealnya 
memberikan kesempatan melalui mandat dalam sebuah bentuk kontrak kinerja 
kepada pimpinan dari setiap satuan kerja (satker) yang berbentuk badan layanan 
umum dalam melaksanakan serta mengelola program-programnya secara professional 
dan akuntabel. 
Pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik, dengan 
mendorong organisasi dan pegawai agar lebih  fleksibel,  dan  menetapkan  tujuan,  
serta  target  organisasi  secara  lebih  jelas sehingga memungkinkan pengukuran 
hasil
3
. Pengukuran hasil kinerja baik keuangan maupun non-keuangan akan lebih 
mudah untuk diketahui apabila organisasi atau institusi tersebut memiliki tujuan dan 
target yang jelas. Tujuan dan target inilah yang menjadi tolak ukur sukses atau 
tidaknya pola pengelolaan institusi tersebut. Semua yang dilakukan pemerintah 
semata-mata untuk mewujudkan pola yang efektif dan efisien pada institusi-institusi 
yang dimaksud, jadi apa yang telah diamanahkan terntu harus ditaati sesuai dengan 
firman Allah SWT.  
Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’/4/ ayat  59 berbunyi: 
َاهَُّيأَٰٓ  َي ٱ َهيِذَّل  ْاىُعيَِطأ ْا َُٰٓىىَماَءٱ َ َّللّ  ْاىُعيَِطأَوٱ َلىُس َّرل  ِيلُْوأَوٱ ِرَۡمۡلۡ  ۡۖۡمُكىِم 
                                                           
3    Maynihan, Donald dan Sanjay K Pandey. Testing a Model of Public Sector 
Performance : How Does Management Matter?. 2003. http://www.resources.bnet.com. (Diakses 




“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. …” 
(Q.S. An-Nisa’: 59)4. 
Maksud pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di 
lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas
5
. Selanjutnya pasal 68 ayat (1) menyatakan 
tujuan pembentukan BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Dengan kata lain pemerintah ingin menjadikan BLU sebagai organisasi yang 
costumer-oriented, not for profit oriented dan outcome-oriented. 
Pola Pengelolaah Keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum 
Daerah (PPK-BLU/BLUD) bukanlah BUMN/BUMD yang sudah mengedepankan 
keuntungan perusahaan (profit oriented). Karena, akuntabilitas pengelolaan 
keuangan BLU/BLUD masih di dalam entitas pemerintah daerah, belum dipisahkan. 
Harus dipahami bahwa BLU/BLUD bukan sebuah badan seperti halnya Badan 
Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
Untuk itu, SKPD bisa menerapkan PPK-BLUD, baik Unit Pengelola Teknis (UPT), 
RSUD, maupun Puskesmas. Ditjen Keuangan Daerah sangat mendorong rumah sakit 
                                                           
4  Qur’an Word Dan Terjemahan nya, Q.S An-Nisa/4/Ayat 59 
5   Kementerian Keuangan. Peraturan Direktur Jenederal Perbendaharaan Nomor Per-
34/PB/2014. Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan 
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untuk menerapkan PPK-BLUD. Sebab, dari sisi SDM, aksesibilitas informasinya 
sudah bisa dilakukan dengan baik. Pemerintah optimis RSUD yang menerapkan 
PPK-BLUD tidak akan mengalami kerugian dari sisi operasional. Melalui PPK-
BLU ini rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong 
enterpreneureship,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  rangka  pelayanan  
publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaannya, yaitu 
mempromosikan   peningkatan   kinerja   pelayanan   publik,   fleksibilitas   
pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik 
6
. 
Rumah sakit merupakan institusi publik yang berperan penting dalam 
peningkatan taraf kesehatan masayarakat suatu negara. Rumah sakit dituntut untuk 
memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, selalu melakukan 
pengembangan, mandiri dalam pengelolaannya serta memberikan pelayanan  yang 
bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi 
rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul 
terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional rumah sakit, 
alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan 
pengelolaan keuangan yang menghambat  kelancaran pelayanan dan sulitnya 
untuk mengukur kinerja,  sementara rumah sakit memerlukan dukungan SDM, 
teknologi, dan modal yang sangat besar.  
                                                           
6   Meidyawati. Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 




Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, 
akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi 
indonesia atau standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan 
persetujuan Menteri Keuangan. Sesuai dengan pasal 26  ayat 2 yang berbunyi: 
“Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia”. 
Yang akhirnya  laporan keuangan satuan kerja BLU diharapkan menghasilkan 
laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi, 
laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap, serta menghasilkan 
informasi biaya satuan (unit) per unit layanan, pertanggung- jawaban kinerja ataupun 
informasi lain untuk kepentingan manajerial.  
Terdapat kerumitan dalam pengaplikasian akuntansi yang telah di atur oleh 
pemerintah untuk pengelolaan BLU. Namun pemerintah terus melakukan 
pengembangan untuk menemukan bentuk pelaporan keuangan yang terbaik untuk 
BLU sehingga nantinya satuan kerja BLU khususnya rumah sakit tidak mengalami 
kesulitan dalam melaporkan kinerjanya. Sebagai bentuk evaluasi dari beberapa tahun 
pengaplikasian PPK-BLU pada rumah sakit, peneliti ingin melihat pengaruh 
implementasi kebijakan tersebut pada kinerja keuangan rumah sakit khususnya 




B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas pada bagian 
sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini  adalah : 
1) Bagaimana bentuk implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum 
(PPK-BLU) pada satuan kerja BLUD RS Haji Makassar?  
2) Bagaimana kinerja keuangan RS Haji Makassar setelah menerapkan pola 
pengelolaan keuangan badan layanan umum? 
 
C. Fokus Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian 
 
Fokus penelitian ini adalah analisis PPK-BLU dan kinerja keuangan dari satuan 
kerja (satker) BLU. PPK-BLU yang merupakan hasil perwujudan dari beberapa Undang-
Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri (Permen) untuk 
meningkatkan profesionalitas, efektififitas, dan keefisienan serta memaksimalkan 
capaian dari satker BLU. 
Adapun kinerja keuangan akan dianalisis berdasarkan laporan keuangan satker 
yang diteliti (objek penelitian). Objek penelitian ini adalah satuan kerja BLU berupa 
Rumah Sakit Haji Makassar 
 
 
D. Kajian Pustaka 
 
Ringkasan penelitian empiris terdahulu, dengan objek pokok Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum yaitu sebagai berikut: 
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Meidyawati, dalam penelitiannya Analisis Implementasi Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Rumah Sakit Stroke Nasional 
Bukittinggi, hasil penelitiannya rumah sakit tersebut telah mengimplementasikan  pola 
tata kelola diwujudkan dalam bentuk organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, serta 
transparansi. Penilaian RSSN Bukittinggi terdiri atas tiga aspek, yaitu keuangan, 
operasional, dan   peningkatan   mutu   layanan   dan   manfaat   bagi   masyarakat,   
dengan memperoleh nilai kinerja “A” dengan skor 79,20, dengan tingkat kesehatan 
“SEHAT”7. 
Indarto Waluyo, dalam penelitiannya yang berjudul Badan Layanan Umum: 
Sebuah Pola Baru dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintahan. Hasil 
penelitiannya adalah dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU akan 
meningkatkan potensi satuan kerja pemerintahan secara efektif dan efisien dengan 
memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan pengaturan yang spesifik mengenai 
satuan kerja pemerintahan yang melakukan pelayanan masayarkat yang beraneka ragam 
bentuknya8. 
Surianto, dalam penlitiannya yang berjudul The Evaluation of The 
Implementation of Regional Public Service Agency (BLUD) in The Undata Rgional 
Public Hospital Central Sulawesi Province dengan hasil penelitiannya yaitu 
pelaksanaan  penerapan BLUD RSUD Undata secara umum sesuai dengan acuan 
Permendagri No 61 tahun 2007. Menunjukkan Pola Tata Kelola, RSB dan Laporan 
                                                           
7   Meidyawati. Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(PPK-BLU)    pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Tesis. Universitas Sumatera Utara. 
2002. 
8    Waluyo, Indarto. BLU Sebuah Pola Baru dalam Pengelolaan Keuangan Disatuan Kerja 
Pemerintah, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia IX No. 2. 2011. 
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Keuangan sesuai dengan standar sedangkan SPM, Dewan Pengawas belum 
dijalankan secara optimal sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan. (Surianto, 
2011) 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk: 
1) Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk implementasi Pola Pengelolaan  
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Rumah Sakit Haji 
Makassar. 
2) Menganalisis kinerja keuangan Rumah Sakit Haji Makassar setelah 
mengimplementasikan PPK-BLU. 
 
Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1) Manfaat Teoritis, sebagaimana yang kita ketahui bahwa aturan mengenai 
pengelolaan keuangan BLU/BLUD terdapat tumpang tindih regulasi 
mengenai akuntansi sehingga nantinya akan mempengaruhi laporan kinerja 
dari unit kerja yang ada.  Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan bentuk 
implementasi aturan yang melalui PPK-BLU untuk setiap satuan kerja BLU 
dan akhirnya dapat memberikan bantuan pemahaman akan kerumitan 
pelaporan keuangan satuan kerja tersebut.. 
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2) Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan 
gambaran pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum khususnya di bidang 
kesehatan yang nantinya dapat menjadi contoh dalam pola pengelolaannya. 
3) Manfaat Regulasi, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi 
kekurangan dalam aturan yang dapat menghambat kinerja yang diharapkan. 
Sehingga penelitian ini menjadi evaluasi bagi para regulator untuk menyusun 







A. Rumah Sakit 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009  Pasal 1 
Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang-undang 
tersebut juga menjelaskan mengenai pembagian rumah sakit berdasarkan jenis 
pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan menjadi, Rumah Sakit Umum 
dan Rumah Sakit Khusus. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, yang 
berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus 
diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit, 
Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit umum Pemerintah, 
Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi: 
 
1. RSU Kelas A, yaitu RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik yang luas. Terdapat 4 
buah RSU Kelas A yaitu RSU Cipto Mangunkusumo di Jakarta, RSU 
Dr.Sutomo di Surabaya, RSUP Adam Malik di Medan, dan RSUP Dr. 
Wahidin Sudiro Husodo di Ujung Pandang. 
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2. RSU Kelas B, yaitu RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan medik spesialistik luas dan sub spesialistik terbatas. 
3. RSU Kelas C, yaitu RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan medik spesialistik sekurang-kurangnya spesialistik 4 dasar 
lengkap. 
4. RSU Kelas D, yaitu RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 
sekurang-kurangnya pelayanan medik dasar. 
 
Dalam perancangan sebuah rumah sakit, aspek lokasi menjadi pertimbangan, 
selain fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan, pemilihan lokasi sarana 
pelayanan kesehatan menurut Pedoman Penentuan Standart Pelayanan Minimal 
Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pekerjaan Umum 
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001, yaitu 
Rumah Sakit sebaiknya berada di pusat lingkungan/ kecamatan, bersih, mudah 
dicapai, tenang, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/ sampah, dan pencemaran 
lainnya
1
.  Pertimbangan lokasi sebuah rumah sakit selain jauh dari  sumber 
pencemaran seperti pabrik. Rumah sakit juga diharapkan tidak menimbulkan 
pencemaran bagi lingkungan sekitarnya. Menurut KEPMENKES RI 
No.1204/MENKES/SK/X/2004 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 
tentang Pengelolaan Limbah, Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang 
dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas. Minimasi 
                                                           
1   Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Keputusan Menteri Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001. Pedoman Pedoman Standar Pelayanan Minimal 
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limbah adalah upaya yang dilakukan rumah sakit untuk mengurangi jumlah limbah 
yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (reduce), menggunakan kembali 
limbah (reuse) dan daur ulang limbah (recycle). 
 
B. Implementasi 
Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. 
Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan 
tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 
membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.
2
  
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan 
lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah 
undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun 
Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi 
termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja 
siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana\ 
mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 
dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan 
                                                           





kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi 
kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam 
bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang 
memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan 
pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain 
Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala 
Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll 
3
. 
Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip oleh 
Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan 
bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni 
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikan-nya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian 
4
. 
Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 
bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu 
bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak 
                                                           
3   Dwijowijoto, Riant Nugroho. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. 
Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2004.Hal 158-160. 
4   Abdul Wahab, Solichin. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: FIA INIBRAW dan IKIP 
Malang, 1997.Hal 64-65 
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dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau 
diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 
Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu 
5
. 
Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan 
tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana 
telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 
 
C. Badan Layanan Umum 
Sesuai dengan pasal 1 butir 23. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di 
lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian dilanjutkan pada Bab XII tentang 
pengelolaan keuangan badan layanan umum Pasal 68 menyebutkan: 
1. Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
                                                           




2. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang 
tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk 
menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.  
3. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh 
Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang 
bertanggung jawab atas  bidang pemerintahan yang bersangkutan.  
4. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan 
oleh pejabat  pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh 
kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang 
pemerintahan yang  bersangkutan. 
 
Dalam pelaksanaan operasionalnya tanggung jawab yang diemban oleh setiap 
satuan kerja juga di atur dalam UU  Tanggung jawab yang di berikan pada satuan 
kerja Badan Layanan Umum dalam UU Nomor 1 Tahun 2004  Pasal 69  yaitu: 
1. Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran 
tahunan. 
2. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan 
Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja 
Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah. 
3. Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan 
anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
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dikonsolidasikan dalam  rencana kerja dan anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.  
4. Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa 
layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. 
5. Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari 
masyarakat atau badan lain.  
6. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat 
digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang 
bersangkutan. 
 
Setiap unit kerja pemerintahan badan layanan umum dalam hal pengelolaan 
keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Menurut PP No. 23 Tahun 2005 Pasal 
1 Ayat 2 menyatakan: “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang 
selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 
negara pada umumnya.”. Berdasarkan tujuan pembentukan Badan Layanan Umum, 
diharapakan setiap satuan kerja instansi pemerintah dapat menerapkan praktek bisnis 
yang sehat. Yang dimaksud dengan dengan praktek bisnis yang sehat adalah 
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penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan. 
Sedangkan azaz Badan Layanan Umum adalah: 
1. Menyelenggarakan pelayanan  umum  yang  pengelolaannya  berdasarkan 
kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi 
induknya. 
2. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan  umum 
kepada pimpinan instansi induk. 
3. BLU tidak mencari laba. 
4. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dengan instansi induk tidak 
terpisah. 
5. Pengelolaan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. 
Bentuk  keistimewaan  dalam  hal  fleksibilitas  pengelolaan  keuangan 
yang  dimiliki  BLU antara  lain  (Direktorat  Pembinaan  Pengelolaan  Keuangan  
BLU, 2010): 
1.    Pendapatan operasional dapat digunakan langsung sesuai Rencana Bisnis 
dan Anggaran  tanpa  terlebih  dahulu  disetorkan  ke  rekening  kas  negara,  
namun seluruh pendapatan tersebut merupakan PNBP yang wajib dilaporkan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran. 
2.     Anggaran belanja BLU merupakan anggaran fleksibel berdasarkan 
kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, 
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belanja dapat bertambah/berkurang dari yang dianggarkan sepanjang 
pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional. 
3.    Dalam rangka pengelolaan kas BLU dapat merencanakan penerimaan dan 
pengeluaran  kas, melakukan pemungutan/tagihan,  menyimpan  kas dan 
mengelola rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber 
dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan memanfaatkan kas yang 
menganggur (idle cash) jangka pendek untuk memperoleh tambahan 
pendapatan. 
4. BLU dapat mengelola piutang dan utang sepanjang dikelola dan 
diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan 
bertanggungjawab serta memberikan nilai tambah sesuai praktik bisnis yang 
sehat. 
5.        BLU dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. 
6.     Pengadaan barang dan jasa BLU yang sumber dananya berasal dari 
pendapatan operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak 
lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa 
yang ditetapkan pimpinan BLU. 
7.   BLU  dapat  mengembangkan  kebijakan,  sistem,  dan  prosedur 
pengelolaan keuangan. 
8.        BLU dapat memperkerjakan tenaga profesional non PNS. 
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9. Pejabat pengelola, dewan pengawas  dan pegawai dapat diberikan  
remunerasi berdasarkan  tingkat tanggung jawab dan tuntutan 
profesionalisme  yang diperlukan. 
 
 Tidak semua instansi  pemerintah  mendapatkan  peluang untuk menjadi 
BLU, karena   kesempatan   tersebut   secara   khusus   hanya   disediakan   bagi   
satuan   kerja pemerintah   yang   melaksanakan    tugas   operasional   pelayanan   
publik   dibidang penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, lembaga 
pendidikan, pelayanan lisensi, instansi yang mengelola wilayah atau suatu kawasan 
seperti kawasan ekonomi terpadu, dan instansi yang mengelola dana khusus seperti 
dana UKM dan dana bergulir. Kesempatan menjadi BLU dapat diberikan kepada 
instansi di lingkungan pemerintah yang telah memenuhi tiga persyaratan yang 
diwajibkan, yaitu PP No. 23 Tahun 2005: 
 
1.     Persyaratan Substantif, apabila menyelenggarakan layanan umum yang 
berhubungan dengan: penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, 
pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 
perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan pengelolaan dana 
khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada 
masyarakat. 
2.      Persyaratan Teknis, yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan 
fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU 
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sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/pimpinan lembaga/kepala 
SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kinerja keuangan satuan kerja 
instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam 
dokumen usulan penetapan BLU. 
3.        Persyaratan Administratif. Persyaratan administratif ini terdiri dari Dirjen 
Perbendaharaan Depkeu, 2008: 
1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 
keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. 
2) Pola tata kelola (yang  baik); merupakan peraturan internal satker  yang 
menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi. 
3)  Rencana Strategis Bisnis (RSB); merupakan suatu proses perencanaan 
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai  selama  kurun waktu 1 
(satu) sampai 5 (lima) tahun, yang disusun secara sistematis dan 
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan 
kendala yang ada atau yang mungkin timbul dan memuat visi, misi, 
tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi (kebijakan dan program) serta 
ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan. 
4)  Laporan keuangan pokok; terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca 
dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun 
berdasarkan SAP Untuk Satker yang sebelumnya telah memiliki DIPA 
sendiri, menyusun laporan keuangan berdasarkan  SAP yang 
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dihasilkan dari sistem akuntansi instansi (SAI). Sedangkan untuk 
satker yang baru dibentuk dan belum beroperasi   sebelumnya,   maka 
laporan  keuangan pokok dapat berupa prognosa laporan keuangan 
tahun berjalan. 
5) Standar pelayanan minimum; merupakan ukuran pelayanan yang harus 
dipenuhi oleh satker, yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga 
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat 
yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan 
kesetaraan layanan, serta kemudahan memperoleh layanan. 




D. Akuntansi Badan Layanan Umum 
 
Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan  
Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana  
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman 
akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Berdasar pertimbangan 
hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 76/PMP.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Badan Layanan Umum. 
Sejalan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, 
Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 
1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum 
(BLU) Rumah Sakit. Penyususnan tersebut diharapakan dapat membantu BLU 
Rumah Sakit dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Tidak dapat dipungkiri perlunya pedoman untuk penyusunan laporan 
keuangan tersebut karena dapat menciptakan keseragaman dalam penerapan 
perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya 
banding capaian kinerja diantara laporan keuangan BLU rumah sakit. 
Dalam ketentuan umum laporan keuangan BLU rumah sakit disebutkan 
laporan keuangan laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi bagi pihak-
pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan 
keputusan ekonomi yang rasional. Pihak pengguna laporan keuangan BLU rumah 
sakit memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh 
BLU rumah sakit dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut dan cara 
menajemen BLU rumah sakit melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari 
kinerja mereka. 
Informasi yang bermanfaat dapat disajikan dalam laporan keuangan antara 
lain, meliputi informasi mengenai: 
1) Jumlah dan sifat asset, kewajiban dan ekuitas BLU rumah sakit; 
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2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan 
sifat ekuitas; 
3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode 
dan hubungan antara keduanya; 
4) Cara BLU rumah sakit mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh 
pinjaman dan melunasi pinjaman, dan factor lainnya yang berpengaruh pada 
likuditasnya; dan 
5) Usaha jasa pelayanan rumah sakit. 
 
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang dimaksud sesuai dengan 
PMK Nomor 76/PMP.05/2008 Pasal 1 Ayat 5 berupa Laporan Realisasi 
Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. Standar yang digunakan dijelaskan pada Pasal 2 Ayat 1 yaitu: “BLU 
menerapkan  standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi 
akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya”. Sehingga dalam penyusunan 
laporan keuangan BLU dapat mengembangkan standar akuntansi industri yang 
spesifik dengan mengacu pada pedoman akuntansi BLU sebagaimana di tetapkan 
pada lampiran PMK tersebut. 
 Neraca bertujuan utama untuk menyediakan infoemasi tentang posisi 
keuangan BLU meliputi asset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Tujuan 
utama Laporan Aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai oengaruh transaksi 
dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat ekuitas, hubungan antar transaksi 
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dan peristiwa lain, dan bagaiman penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan 
berbagai program dan jasa. Laporan arus kas bertujuan menyediakan infoemasi 
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode 
akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.Catatan atas laporan 
keuangan memberikan penjelasan dan analisis ats informasi yang ada neraca, laporan 
aktivitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna 
mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU rumah sakit. 
Berdasarkan peraturan yang sama, juga dijelaskan mengenai sistem akuntansi 
BLU. Sistem Akuntansi BLU sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 terdiri dari Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor. 1981/MENKES/SK/XII/2010: 
1) sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok 
untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;  
2) sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk 
keperluan manajemen aset tetap; dan  
3) sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) 
per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk 
kepentingan manajerial. 
 
E. Sistem Penilaian Kinerja Rumah Sakit 
 
Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting sistem 
pengendalian manajemen suatu organisasi, yang dapat digunakan untuk 
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mengendalikan aktivitas-aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar 
dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Suatu aktivitas yang tidak 
memiliki ukuran kinerja akan sulit bagi organisasi untuk menentukan  apakah  
aktivitas tersebut sukses atau gagal
6
.  Dalam hal ini menyatakan  bahwa  
pengukuran  kinerja  merupakan  proses mencatat dan mengukur pencapaian 
pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplish) melalui 
hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau pun proses.  Proses  
pengukuran  kinerja  dimaksudkan  untuk  menilai  pencapaian  setiap indikator  
kinerja  guna  memberikan  gambaran  tentang  keberhasilan  dan  pencapaian 
tujuan  dan  sasaran.  Proses  pengukuran  kinerja  suatu  organisasi  sebaiknya 
mempergunakan indikator-indikator kinerja yang komprehensif yang mengandung 
baik indikator-indikator keuangan maupun non keuangan, sehingga diperlukan 
suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat mengakomodasi indikator-indikator 
yang komprehensif tersebut. 
Sistem penilaian kinerja melalui indikator merupakan salah satu alat yang 
dapat digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan BLU Rumah Sakit secara terus 
menerus. Sebagai  rumah  sakit  milik  Negara,  BLU  rumah  sakit  harus  mampu  
memberikan informasi  yang  menggambarkan  kemajuan  rumah sakit pada suatu  
periode  tertentu. Indikator kinerja rumah sakit BLU mengacu pada Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. KEP 215/M.BUMN/1999 tanggal 27 
                                                           
6   Mahmudi. New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. 
2003. http://journal.vii.ac.id/index.php/sinerji/artikel. (Diakses 10 Februari 2015). 
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September 1999 dan disempurnakan  melalui Keputusan Menteri BUMN No. 
100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan 
Usaha Milik Negara, yang kemudian disesuaikan dengan jenis dan sifat kegiatan 
rumah sakit melalui Kepmenkes  No. 550/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Rumah 
Sakit. Jenis indikator yang dinilai untuk BLU rumah sakit sesuai Kepmenkes No. 
550/Menkes/SK/VII/ 2009 meliputi tiga aspek, yaitu: Indikator Kinerja Keuangan, 
dengan  bobot 20, Indikator Kinerja Operasional dengan bobot  40,  Indikator 
kinerja mutu  pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40. 
 
F. Analisis Keuangan 
 
Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan suatu perusahaan, seorang 
penganalisa memerlukan adanya ukuran atau “yard-stick” tertentu. Ukuran yang 
sering digunakan dalam analisa finansial adalah “rasio”. Pengertian rasio itu 
sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam “arithmetical terms” yang dapat 
digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Untuk 
dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan 
perlulah kita mengadakan interpretasi atau analisa terhadap data finansial dari 
perusahaan yang bersangkutan dan data keuangan itu akan tercermin di dalam 
Laporan Keuangan. Rasio keuangan perbandingan satu pos adalah angka yang 
diperoleh dari hasil Iaporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan 
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yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi 
yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan 
penyederhanaan ini kita dapat menilai dengan cepat hubungan antara pos tadi dan 
dapat membandingkan dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi 
dan memberikan penilaian.  
Penggunaan analisis rasio finansial sebagai alat analisis kinerja keuangan 
secara luas diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan 
pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga 
secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah 
pengukurannya
7
. lndikator kinerja finansial dapat dilihat dari aspek keuangan yaitu 
dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio struktur modal, rasio aktivitas dan rasio 
profitabilitas. Arifin dan Prasetya, 2007. Dalam organisasi sektor public, analisis 
terhadap rasio-rasio tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu:  
1)  Rasio Likuiditas menggambarkan jumlah uang yang tersedia untuk membayar 
biaya-biaya jangka pendeknya. Rasio ini umumnya dipakai untuk menilai 
kinerja keuangan pada organisasi sektor swasta;  
2)  Rasio Struktur Modal adalah bagaimana cara perusahaan mendanai aktivanya. 
Aktiva perusahaan didanai dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang 
dan modal pemegang saham sehingga seluruh sisi kanan dari neraca 
memperlihatkan struktur keuangan;  
                                                           




3)  Rasio Aktivitas mengukur seberapa efektif entitas memanfaatkan semua 
sumber dana yang ada pada pengendaliannya. Semua rasio aktivitas ini 
melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai 
jenis aktiva;  
4)  Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva 
maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran 
tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi 
profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan 
meningkat dengan semakin tingginya profitabilitas
8
.   
 
Tidak ada ketetapan pasti mengenai nilai ideal terhadap rasio finansial. 
Analisis hasil dapat dilihat dengan menggunakan analisis tren berdasarkan hasil 
perbandingan dalam beberapa tahun yang menjadi objek penelitian.  
Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenederal Perbandaharaan 
Nomor Per- 34 /PB/2014 tentang Pedoman Penilaiaan Kinerja Badan Layanan Umum 
Bidang Layanan Kesehatan, penilaian kinerja BLU meliputi penilaian aspek 
keuangan dan penilaian aspek pelayanan. Aspek keuangan di nilai dari data laporan 
keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangakan 
penilaian aspek layanan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan layanan BLU pada 
tahun yang akan dinilai. 
                                                           




Penilaian aspek keuangan sebagaiman yang dimaksud meliputi rasio 
keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. Rasio keuangan digunakan 
untuk membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. 
Rasio keuangan yang sesuai dengan regulasi meliputi pengukuran terhadap 
(Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34 /PB/2014, Pasal 4:3): 
1) Rasio Kas (Cash Ratio), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara 
kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek. 
Rumus: 
                  
                   
        
 
2) Rasio Lancar (Current Ratio), yang digunakan untuk melihat perbandingan 
antara asset lancer dengan kewajiban jangka pendek. 
Rumus: 
           
                   
        
 
3) Periode Penagihan Piutang (Collecting Periode), yang digunakan untuk 
melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam 
satu tahun; 
Rumus: 
             
                




4) Perputaran Aset tetap (Fixed Asset Turn Over), yang digunakan untuk melihat 
perbandingan antara pendapatan operasional dengan asset tetap; 
Rumus: 
                     
          
        
 
5) Imbalan atas Aset Tetap (Return  on  Fixed Asset), untuk melihat   
perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/ kerugian, tidak 
termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya 
penyusutan,    dengan   nilai   perolehan     aset    tetap    tidak termasuk   
konstruksi  dalam   pengerjaan; 
Rumus: 
                           
                         
          
        
 
6) Imbalan Ekuitas (Retum on Equity), yang digunakan untuk    melihat 
perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntunganya kerugian, tidak 
termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya 
penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/defisit tahun berjalan; 
Rumus: 
                           
                         
 
        
                           
                         




7) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over), yang digunakan untuk melihat 
perbandingan antara jumlah total persediaan  dengan pendapatan usaha; 
Rumus: 
                      
              
          
 
8) Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional, yang digunakan untuk  melihat 
perbandingan antara penerimaan PNBP dengan biaya   operasional; dan 
Rumus: 
               
                
        
 
9) Rasio Biaya Subsidi, yang digunakan untuk melihal perbandingan antara 
jumlah subsidi biaya pasien dengan pendapatan BLU. 
Rumus:  
                           
              
        
 
Dalam penilaian kinerja dalam aspek keuangan yang dinilai juga adalah 
kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. Kepatuhan pengelolaan keuangan BLU 
digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLU terhadap peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Kepatuhan yang sebagaimana 
dimaksud meliputi (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34 /PB/2014, 
Pasal 4:4): 
1) Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) definitif; 
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2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan; 
3) Penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU; 
4) Persetujuan Tarif Layanan; 
5) Penetapan Sistem Akuntansi; 
6) Persetujuan Pembukuan Rekening; 
7) Persetujuan Standard Operating Procedures (SOP) Pengelolaan Kas; 
8) Penyusunan SOP Pengelolaan Piutang; 
9) Penyusunan SOP Pengelolaan Utang; 
10) Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa; dan  
11) Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Inventaris. 
 
G. Teori Maslahah Mursalah   
Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah 
dibakukan kedalam bahasa indonesia menjadi maslahah, yang berarti 
mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak 
kerusakan
9
. Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, 
yasluhu,salahan, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat
10
. 
                                                           
9 Munawar Kholil,Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah,Semarang:Bulan Bintang, 
1995,hlm 43. 
10 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan  penyelenggaraan 
Penerjemah dan penafsiran Al-Qur’an, 1973, hlm 219  
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Sedang kata mursalahah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil 
agama (Al-Qur,an dan Al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya
11
. 
Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan 
adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan 
tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan 
kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah 
yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan 
kemanfaatan pada masyarakat secara umumdan berfungsi untuk memberikan 
kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). 
Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya mslhahah mursalah 
dibagi menjadi 3: 
1. Al-Maslhahah Al Daruriyah, (Kepentingan-kepentingan yang 
esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara 
jiwa, akal, keturunan, dan harta 
2. Al-Maslahah Al-Hajjiyah (kepentingan-kepentingan esensial di 
bawah derajatnya Al-Maslahah daruriyah), namun diperlukan 
dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan 
kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan 
kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan 
kesempitan dan kesukaran baginya. 
                                                           




3. AL-Maslahah Al-Tahsiniyah (kepentingan-kepentingan pelengkap) 
yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengekibatkan 
kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu 















                                                           
12 Muhammad Abu Zahra, Ushul al-fiqh, terjemahan. Saefullah ma’shum, et al. Ushul Fiqih, 
jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424  
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A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar Rumah Sakit Haji 
Makassar merupakan salah satu dari empat Rumah Sakit Haji di Indonesia 
beberapa diantaranya yakni Rumah Sakit Haji Jakarta, Rumah Sakit Haji Medan 
dan Rumah Sakit Haji Surabaya. Keempat Rumah Sakit Haji ini dibangun sebagai 
wujud dari gagasan di lingkungan masyarakat, khususnya para 
Hujjaj/Persaudaraan haji untuk mendirikan suatu “Monumen” untuk mengenang 
tragedi terowongan Al – Muaisin Mina yang menelan lebih dari 600 jemaah Haji 
indonesia pada tahun 1990/1410 H.  
Penandatanganan Prasasti Pendirian Rumah Sakit Haji dilakukan oleh Bapak 
Presiden Soeharto di Makassar pada 16 Juli 1992 sebagai kelanjutan Surat 
Keputusan Bersama tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan 
Menteri Kesehatan) tentang pembentukan Panitia Pembangunan Rumah Sakit 
Haji Makassar di empat Embarkasi. Rumah sakit Umum Haji Makassar berdiri di 
atas tanah seluas 1,06 Hektar milik pemerintahan daerah Sulawesi Selatan terletak 
di ujung selatan kota Makassar, tepatnya di Jalan Dg. Ngeppe No. 14 Kelurahan 
Jongaya, Kecamatan Tamalate. Latar belakang pembangunan Rumah Sakit Umum 
Haji Makassar yang ditetapkan di daerah bekas lokasi Rumah Sakit Kusta 
Jongaya adalah diharapkan Rumah Sakit ini dapat mendukung kelancaran 




Pengoperasian Rumah Sakit Makassar didasarkan oleh Surat Keputusan 
Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan Nomor : 488/IV/1992 tentang pengelolaan 
rumah sakit oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan SK Gubernur nomor : 
802/VII/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit serta SK 
Gubernur nomor : 1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Haji Makassar. Untuk kelangsungan perkembangan Rumah Sakit 
Haji, pada tanggal 13 Desember 1993 Departemen Kesehatan menetapkan Rumah 
Sakit Umum Haji Makassar sebagai rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah 
Sulawesi Selatan dengan klasifikasi C yang dituangkan kedalam SK nomor : 
762/XII/1993. 
Pada awal pengoprasiannya, jumlah pegawai tetap Rumah Sakit Umum 
Haji Makassar berjumah 47 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat 
yang diperuntukkan pada Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan dan PNS 
Daerah. Adapun pejabat yang melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit 
sementara derangkap oleh Kepala Kanwil Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan 
yaitu Dr. H. Udin Muhammad Muslaini. Dengan berjalannya waktu jenis 
pelayanan semakin perkembangan pada tahun 2009 telah memiliki 9 spesialis, 4 
sub. Spesialis, dan 4 spesialis penunjang.Pada saat ini Rumah Sakit Umum Haji 
Makassar berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Selatan 
dibawah naungan SKPD Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam 
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2008 tentang 
organisasi dan tata kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 




A pasal 127 C susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji 
Makassar).Dan pada tanggal 27 Agustus 2010 terbit SK penetapan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia tentang status type B dengan nomor : 
1226/Menkes/SK/VIII/2010 tentang peningkatan pelayanan RSUD Haji Makassar 
ke Type B non pendidikan. Rumah Sakit Umum Haji Makassar telah memiliki 
surat ijin pelayan Rumah Sakit yang telah dituangkan dalam surat keputusan 
nomor : 07375/Yankes-2/V/2010 tentang penyelenggaraan pelayanan Rumah 
Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang berlaku 5 tahun dari tanggal 27 Mei 
2010 s/d 27 Mei 2015. Dimana saat ini RSUD Haji Makassar dipimpin oleh DR. 
drg. Hj. Nurhasnah Palinrungi M.Kes. 
Berbagai pelayanan pemeliharaan kesehatan yang ada telah mendapat 
pengakuan baik secara nasional maupun Internasional, berupa akreditasi dari 
Departemen Kesehatan (tahun 1998) dan Terintegrasi : ISO 9001: 2008 
(Manajemen Mutu), ISO 18001:2007 ( OHSAS), ISO 14001:2004 pada tahun 
2012RSUD Haji Makassar menawarkan pelayanan kesehatan Islami yang 
modern, paripurna dan berkualitas untuk anak-anak, individu, keluarga maupun 
karyawan dari segala kelopok usia. Berbekal tekad untuk menghadapi tantangan 
yang ada saat ini serta keinginan untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan 
penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik, Rumah Sakit Haji Makassar 
senantiasa meningkatkan kualitas sarana peralatan medis, prasarana pendukung 
serta kualitas Sumber Daya manusia yang ada.Didukung oleh dokter Umum, 
dokter spesialis yang berpengalaman, dokter gigi, perawat, tenaga penunjang 




pelayanan pemeliharaan kesehatan yang berkuaitas dan bersahabat.Secara 
keseluruhan fasilitas pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Haji Makassar 
meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Intensif, pelayanan 
Gawat Darurat, Pelayanan Penunjang Diagnostik dan pelayanan Kesehatan 
Preventif. 
B. Visi dan Misi RSUD Haji Makassar 
Visi: 
Menjalin rumah sakit islami, terpercaya, terbaik dan pilihan utama di 
Sulawesi Selatan 
Misi: 
 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan 
yang mengutamakan mutu pelayanan 
 Meningkatkan mutu pelayanan manajemen yang ramah dan 
bersahabat 
 Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Sumber daya Manusia 
(SDM) 
 Meningkatkan cakupan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan 
rumah sakit 
 Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan staf sebagai aset yang 
berharga bagi rumah sakit 












Kelas I 11.3% 
Kelas II 24.7% 
Kelas III 53.6% 
Jumlah  100% 
Sumber: Hasil Wawancara staf keuangan RSUD Haji makassar 
 
1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Lapoan Keuangan RSUD Haji 
Makassar 
 Penyusunan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah Haji Makassar dimaksudkan untuk memenuhi tanggung jawab atas 
ketaatan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk 
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta bertujuan 
untuk memberikan gambaran secara umum tentang pencapaian target realisasi dan 
kebijakan umum serta strategi dan prioritas pengukuran kinerja yang memerlukan 
akurasi data sebagai wujud yang tercermin dalam Laporan Keuangan dan 
Transparansi dan Akuntanbilitas yang dihadapkan dengan realisasi kenerja 






2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Haji 
Makassar 
Agar pelaksanaan penyusunan laporan dapat berjalan dengan baik sesuai 
ketentuan yang berlaku maka satuan kerja perangkat daerah Rumah sakit Umum 
Daerah Haji Makassar dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan pada. 
a. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
(lembaran negara tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran negara no. 
147) 
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan 
nasional (lembaran negara pemerintah Indonesia Tahun 2000 No. 205 
tambahan Lembaran Negara No. 3952) 
c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 
antar pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 2004 No. 
126 tambahan Negara 4438) 
d. Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah 
e. Peraturan pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan 
(lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 4021, sebagaimana telah di ubah 
dengan peraturan pemerintah No. 84 Tahun 2001, lembaran Negara RI 
2001 No. 157 tambahan lembaran Negara No. 4165) 
f. Peraturan pemerintah RI no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
pemerintahan 
g. Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 Tentang retribusi daerah 
(lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 119 tambahan lembaran Negara 
No. 4139) 
h. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan daerah. 
i. Peraturan Menteri dalam Negeri n0. 61 tahun 2007 tentang pedoman 




j. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman 
pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah 
dan penyusnan serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan 
penyusunan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah. 
k. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan no. 4 tahun 2003 tentang 
pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
(lembaran daerah Provinsi Sulawesi selatan tahun 2003 No. 24) 
 
Tabel 4.2 











     Sumber: Hasil Wawancara Staf Keuangan RSUD Haji Makassar 
 
 
C. Implementasi PPK BLU dalam Laporan Keuangan BLU-RSUD HAJI 
 
Untuk memperoleh informasi tentang Implementasi PPK BLU dalam 
Laporan Keuangan BLU-RSUD HAJI peneliti melakukan wawancara dengan 
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berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Keuangan BLU-RSUD 
HAJI. 
Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:  
1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
 
Kebijakan Akuntansi utama yang dipilih dan diterapkan dalam 
penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Haji Makassar adalah sebagai berikut : 
a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dditetapkan oleh Ikatan 
Akuntansi Indonesia (IAI) sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. 
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008, tanggal 23 Mei 2008 
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 
c. Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit yang disahkan Menteri Kesehatan, 
Nomor: 191/MENKES/SK/V/2013, tanggal 7 Mei 2013. 
„Kebijakan dan prosedur akuntansi berpedoman kepada Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor: 191/MENKES/SK/V/2013, tanggal 7 Mei 2013 dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008, tanggal 23 Mei 2008 tentang 
pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Periode 
Akuntansi BLU-RSUD Haji Makassar adalah mulai dari 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan yang dalam hal ini sama dengan 
tahun anggaran. Mata uang penyajian laporan keuangan BLU-RSUD yang 
digunakan adalah rupiah.‟1 
2. Penjelasan atas Implementasi pada Laporan Keuangan  
a) Pengukuran Asset 
Dimana pengukuran asset adalah sebagai berikut: 
 Kas dicatat sebesar nilai nominal 
 Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan 
                                                           




 Piutang dicatat sebesar nilai nominal 
 Pitutang dicatat sebesar: 
1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian 
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri 
3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 
donasi rampasan 
 Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk 
biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh 
kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 
“Aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan. Apabila penilaian 
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 
memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar 
pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun 
dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga 
kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya 
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa 
peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 
pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang 
asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs trngah bank 
sentral pada tanggal neraca”2 
b) Kewajiban 
Suatu kewajiban dikalasifikasikan sebagai kewajiban jangka 
pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal 
pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban 
jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan 
cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek dapat 
dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa 
kewajiban jangka pendek seperti utang kepada pegawai merupakan suatu 
bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. 
                                                           




Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo 
pada waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, 
utang jangka pendek dan pihak ketiga, Utang Perhitungan Pihak 
Ketiga(PPK) dan bagian aset utang jamgka panjang. 
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata 
uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran 




c) Ekuitas Dana 
setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah dalam 
neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan. 
1. Ekuitas Dana Lancar, termasuk sisa lebih pembayaran 
anggaran saldo lebih. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara 
aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana lancar 
antara lain sisa lebih pembayaran anggaran, cadangan piutang, 
cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk 
pembayaran utang jangka pendek. 
2. Ekuitas Dana Investasi 
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah 
yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan 
aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. 
3. Ekuitas Dana Cadangan 
Ekuitas Dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah, 
sedangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
                                                           






“Pendapatan daerah yang direncanakan pada rumah sakit umum RSUD 
Haji Makassar sebesar Rp.27.376.796.319,00 dapat direalisir sebesar 
Rp.30.721.484.508,00 atau 112,22%”4 
 
e) Belanja  
1. Belanja Pegawai 
Belanja pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji 
Makassar direncanakan sebesar Rp.38.143.727.293,00 dapat direalisir 
sebesar Rp.37.513. 241.595,00 atau 98,35%. Terdapat sisa 
Rp.630.485.698,00. Dalam realisasi belanja terdapat belanja BLUD 
sebesar 10.873.139.720,00 
Tabel 4.3 
Realisasi Anggaran Belanja 




17.639.006.393,00 17.369.682.583,00  17.369.682.583,00 (269.323.810,00) 98,47 
Penghasilan 
PNS 
8.992.122.500,00 8.789.143.314,00  8.789.143.314,00 (202.979.186,00) 97,74 
Honorarium 
PNS 
11.314.238.400,00 481.275.978,00 10.802.803.000,00 11.284.078.978,00 (30.159.422,00) 99,73 
                                                           






198.360.000,00  70.336.720,00  (128.023.280,00) 35,46 
Total 38.143.727.293,00 26.640.101.875,00 10.873.139.720,00 37.513.241.595,00 (630.485.698,00) 98,35 
Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2014 
2. Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Haji Makassar direncanakan 
sebesar Rp.21.439.206.054,00 dapat direalisir sebesar 





Rincian Barang dan Jasa 




Belanja Bahan Pakai Habis 558.600.000,00 98.972.500,00 422.944.360,00 521.916.860,00 (36.683.140,00) 93.43 
Belanja Bahan/Material 9.083.552.475,00 1.910.467.400,00 6.996.786.395,50 8.907.153.796,50 (176.798.678,50) 98.05 
Belanja Jasa Kantor 4.628.856.579,00 3.045.840.000,00 1.207.890.812,00 4.253.730.812,00 (375.125.767,00) 91.90 
Belanja Perawatan 
Kendaraan Bermotor 
8.000.000,00  5.245.900,00 5.245.900,00 (2.754.100,00) 65.57 
Belanja cetak Dan 
penggandaan 
389.500.000,00  35.205.850,00 35.205.850,00 (354.294.150,00) 9.04 
Belanja Makanan dan 
Minuman 
3.190.000.000,00  3.163.373.950,00 3.163.373.950,00 (26.626.050,00) 99.17 
Belanja Pakaian Dinas dan 
Atribut 




Belanja Pakaian Kerja 100.000.000,00  99.300.000,00 99.300.000,00 (700.000,00) 99.30 
Belanja Pakaian Khusus 
dan Hari-Hari Tertentu 
106.500.000,00  106.500.000,00 106.500.000,00  
100.0
0 
Belanja Perjalanan Dinas 193.125.000,00  187.691.200,00 187.691.200,00 (5.433.800,00) 97.19 
Belanja 
Kursus,Pelatihan,Sosialisa
si,dan Bimbingan Teknis 
1.520.200.000,00 69.600.000,00 1.001.356.100,00 1.068.856.100,00 (451.343.900,00) 70.31 
Belanja pemeliharaan 1.511.672.000,00 359.005.000,00 1.057.449.595,00 1.416.454.595,00 (95.217.405,00) 93.70 
Jumlah 21.439.206.054,00 5.461.684.900,00 14.432.659.163,50 19.913.944.063,50 (1.525.261.99,50) 92.89 
Sumber:Laporan Keuangan RSUD Haji Makassar 
 
3. Belanja Modal 
Belanja Modal pada RSUD Haji Makassar direncanakan sebesar 
Rp.5.644.921.635,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.537.919.175,00 
atau 98.10% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.107.002.460,00  
 
Tabel 4.5 
Rincian Belanja Modal 




Belanja Modal Pengadaan 
Peralatan Kantor 
856.000.000,00 845.000.000,00 6.600.000,00 851.600.000,00 (4.400.000,00) 99.49 
Belanja Modal Pengadaan 
Peralatan Kantor 




Belanja Modal Pengadaan 
Komputer 
50.450.000,00 49.915.000,00  49.915.000,00 (535.000,00) 98.94 
Belanja Modal Pengadaan 
Mebeliur 
200.780.000,00 200.180.000,00  200.180.000,00 (600.000,00) 99.70 
Belanja Modal Pengadaan 
Peralatan Dapur 
137.442.000,00 135.470.000,00  135.470.000,00 (1.972.000,00) 98.57 
 
Belanja Modal Pengadaan 
Penghias Ruangan Rumah 
Tangga 
18.750.000,00 18.450.000,00  18.450.000,00 (300.000,00) 98.40 
 
Belanja Modal Pengadaan 
Alat-Alat Komunikasi 
10.000.000,00 9.900.000,00  9.900.000,00 (100.000) 99.00 
Belanja Modal Pengadaan 
Alat-Alat Kedokteran 
772.830.000,00 772.700.000,00  772.700.000,00 (130.000) 99.98 
Belanja Modal Pengadaan 
Instalasi Listrik Dan 
Telepon 
702.925.635,00 681.786.525,00  681.786.525,00 (21.139.110,00) 96.99 
Belanja Modal Pengadaan 
Konstruksi/Pembelian 
Bangunan 
2.236.294.000,00 1.945.500.000,00 289.820.000,00 2.235.320.000,00 (974.000,00) 99.96 
Belanja Modal Pengadaan 
Buku/Kepustakaan 
15.000.000,00  1.577.000,00 1.577.000,00 (13.423.000,00) 10.51 
Belanja Modal BLUD 483.450.000,00  421.914.650,00 421.914.650,00 (61.535.350,00) 87.27 
Jumlah 5.644.921.635,00 4.818.007.525,00 719.911.650,00 5.537.919.175,00 (107.002.460,00) 98.10 






A. Asset Lancar 
1. Kas Bendahara BLUD 
Rekening koran No.142.002.0000000004-0 Rp. 6.992.576.665,08 
Rekening koran No.130.002.000026236-9 Rp.       0,00 
Kas dibendahara BLUD   Rp. 6.992.576.665,08 
Silpa BLUD Tahun 2014   Rp. 6.992.576.665,08 
 Terdapat saldo kas di bendahara jamkesmas tetapi bukan merupakan saldo 
kas RSUD Haji Makassar sebesar Rp. 16.533.528,87 
2. Piutang  
Adalah piutang BLUD per 31 desember 2014 sebesar Rp. 
4.154.143,00. Terdiri dari: 
Piutang Jamkesda    Rp.   726.494.043,00 
Piutang BPJS     Rp. 3.428.047.100,00 
Jumlah      Rp. 4.154.541.143,00 
 
3. Persediaan Bahan Habis Pakai 
Bahan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor, Bahan dan alat 
pembersih, listrik dan elektronik serta stok obat-obatan sampai 
dengan 31 Desember 2014 sebesar rp. 1.625.050.576,63. Terdiri 
dari: 




Persediaan alat listrik    Rp. 3.080.100,00         
Persediaan Obat-obatan   Rp. 1.578.215.646,63 
Persediaan bahan pembersih   Rp.  8.622.400,00 
Persediaan makanan pokok   Rp.    23.377.730.00 
Jumlah      Rp. 1.625.050.576,63 
B. Asset tetap 
1. Tanah 
Adalah aset tetap per 31 Desember 2014 
Saldo awal    Rp. 187.413.750.000,00 
Pengadaan s/d 31 Desember 2014 Rp.         0,00 
saldo per 31 Desember 2014   Rp. 187.413.750.000,00 
 
2. Peralatan dan Mesin 
Adalah aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2014, terdiri 
dari: 
a. Alat-alat Berat 
Saldo awal    Rp.9.500.000,00 
Pengadaan s/d 31 Desember 2014  Rp        0,00 
Saldo per 31 Desember 2014  Rp. 9.500.000,00 
 
b. Alat-alat angkutan 
Saldo awal    Rp. 1.156.600.000,00 




Penghapusan 2014   Rp.    189.460.000,00 
Saldo per 31 desember 2014  Rp. 1.165.910.000,00 
 
c. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 
Saldo awal    Rp. 5.246.985.028,00 
Pengadaan s/d 31 Desember 2014 Rp. 1.636.645.650,00 
Saldo per 31 desember 2014  Rp. 6.883.630.678,00 
 
d. Alat Studio dan Komunikasi 
Saldo awal    Rp.110.328.600,00 
Pengadaan per 31 Desember 2014 Rp.    9.900.000,00 
Saldo per 31 Desember 2014  Rp.120.228.600,00 
Hasil rekonsiliasi    Rp.    3.000.000,00 
Jumlah setelah penyesuaian  Rp.117.228.600,00 
 
e. Alat Ukur 
Saldo awal    Rp.55.100.000,00 
Pengadaan s/d 31 Desember 2014 Rp.          0,00 
Saldo per 31 Desember 2014  Rp. 55.100.000,00 
 
f. Alat-Alat Kedokteran 
Saldo awal    Rp.11.106.823.021,00 




Saldo per 31 desember 2014  Rp.12.079.513.021,00 
Penyesuaian            (Rp.       18.351.000,00) 
Jumlah setelah penyesuaian  Rp.12.061.162.021,00 
g. Alat Laboratorium 
Saldo awal    Rp.1.039.555.000,00 
Pengadaan s/d 31 desember 2014  Rp.     0,00 
Saldo per 31 desember 2014  Rp. 1.039.555.000,00 
 
h. Alat keamanan 
Saldo awal    Rp.198.049.600,00 
Pengadaan s/d 31 desember 2014  Rp.  0,00 
Saldo per 31 desember 2014  Rp. 198.049.600,00 
Penyesuaian    Rp.     3.000.000,00 
Jumlah setelah penyesuaian  Rp.201.049.600,00 
 
3. Gedung dan Bangunan 
Adalah aset tetap gedung dan bangunan per 31 desember 2014 
Saldo awal     Rp.7.504.723.900,00 
Pengadaan s/d 31 desember 2014 Rp.2.235.320.000,00 
Saldo per 31 desember 2014  Rp.9.740.053.900,00 
Penyesuaian            (Rp.1.173.980.000,00) 








4. Jalan dan Irigasi 
a. Instalasi 
Saldo awal    Rp.  98.978.000,00 
Pengadaan s/d 31 desember 2014  Rp.681.786.525,00 
Saldo per 31 desember 2014  Rp.780.764.525,00 
 
b. Jaringan 
Saldo awal    Rp.1.263.067.500,00 
Pengadaan s/d 31 desember 2014  Rp.    0,00 
Saldo per 31 desember 2014  Rp. 1.263.067.500,00 
Penyesuaian    Rp. 1.173.980.000,00 
Jumlah setelah penyesuaian  Rp. 2.437.047.500,00 
 
5. Asset Tetap lainnya 
a. Aset Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2014 
Saldo awal    Rp.23.438.400,00 
Pengadaan s/d 31 desember 2014 Rp.  1.577.000,00 






b.Barang bercorak alat kesenian dan kebudayaan 
Saldo awal    Rp.15.000.000,00 
Pengadaan s/d 31 desember 2014  Rp.          0,00 
Saldo per 31 desember 2014  Rp.15.000.000,00 
6. Akumulasi Penyusutan Aset tetap 
Penyusutan Aset tetap berdasarkan peraturan Gubernur Prov. 
Sulawesi Selatan no.71 tahun 2013 terdiri dari: 
a. Peralatan dan Mesin 
Saldo awal    Rp.11.049.430.417,30 
Penyusutan s/d 31 desember 2013 Rp.  2.726.986.955,31 
Pengurangan karena penghapusan         (Rp.     189.460.000,00) 
Penyusutan s/d 31 desember 2014 Rp.13.586.957.372,61 
 
b. Gedung dan Bangunan 
Saldo awal    Rp.  952.724.860,00 
Penyusutan s/d 31 desember 2013 Rp.  150.094.478,00 
Penyusutan s/d 31 desember 2014 Rp.1.102.819.338,00 
 
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Saldo awal    Rp.  94.102.300,00 
Penyusutan s/d 31 desember 2013 Rp.  45.401.516,67 





d. Aset Tetap lainnya 
Saldo awal    Rp.11.704.133,40 
Penyusutan s/d 31 desember 2013 Rp.  8.022.599,97 
Penyusutan s/d 31 desember 2014 Rp.19.726.733,37 
C. Asset Lainnya 
Adalah asset tetap tak berwujud per 31 Desember 2014 
Saldo awal    Rp.586.071.500,00 
Pengadaan s/d 31 desember 2014  Rp.             0,00 
Saldo per 31 Desember 2014  Rp. 586.071.500,00 
 
D. Kewajiban 
a. Utang Pihak Ketiga 
Utang alat tulis kantor   Rp.  26.230.200,00 
Utang bahan kimia   Rp.  88.441.870,00 
Utang belanja cetak   Rp.254.732.000,00 
Utang pemeliharaan rutin berskala RS Rp  40.000.000,00 
Jumlah     Rp.409.404.070,00 
 
b. Utang jangka pendek lainnya 
Yaitu utang jasa pelayanan yang belum terbayarkan per 31 
Desember, antara lain: 
Utang jasa medik: 




 Utang BPJS    Rp.2.682.564.360,00 
 Jumlah     Rp.2.910.132.120,00 
Total Utang    Rp.3.319.536.190,00   
Merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai 
nominal yang haruskan pada tanggal jatuh tempo sebesar 
Rp.3.319.536.190,00. 
 
E. Ekuitas Dana 
Adalah ekuitas dana per 31 Desember 2014 
1. Ekuitas dana Lancar 
a. SILPA 
Realisasi pendapatan   Rp.30.721.484.508,00 
Realisasi belanja                      (Rp.62.965.404.833,50) 
SILPA tahun sebelumnya   Rp.2.296.402.690,58  
Saldo per 31 Desember 2014          (Rp.29.947.217.634,92) 
b. Cadangan Piutang 
Adalah cadangan piutang BLUD per 31 Desember 2014 
sebesar 
Piutang BLUD    Rp.4.154.541.143,00 
c. Cadangan Persediaan 
Adalah cadangan persediaan per 31 Desember 2014 
Persediaan alat tulis kantor  Rp.     11.754.700,00 




Persediaan Obat-obatan   Rp.1.578.215.646,63 
Persediaan alat pembersih  Rp.       8.622.400,00 
Persediaan makanan   Rp.     23.377.730,00 
Jumlah     Rp.1.625.050.576,63 
 
d. Dana yang harus disediakan untuk utang jangka pendek yaiutu 
akun lawan dari utang jangka pendek sebesar 
Rp.3.319.536.190,00 terdiri dari: 
Utang alat tulis kantor   Rp.      26.230.200,00 
Utang bahan kimia   Rp.      88.441.870,00 
Utang belanja cetak   Rp.    254.732.000,00 
Utang jasa medik: 
 Utang jamkesda   Rp.    227.567.760,00 
 Utang BPJS    Rp. 2.682.564.360,00 
Utang pemeliharaanrutin berskala RS Rp.       40.000.000,00 
Jumlah      Rp. 3.319.536.190,00 
 
2. Ekuitas Dana Investasi 
Adalah ekuitas dana investasi per 31 desember 2014 
Diinvestasikan dalam aset tetap           Rp.205.924.769.963,35 
Diinvestasikan dalam aset lainnya         Rp.       587.074.500,00 








3. Ekuitas Dana untuk di konsolidasi 
SP2DLS     Rp.27.037.801.408,00 
SP2D UP/GU/TU    Rp.10.207.701.415,00 
Jumlah pengeluaran RK PPKD  Rp.37.245.502.523,00 
Pengembalian sisa PK           (Rp.     305.708.223,00) 
Jumlah RK PPKD   Rp.36.939.794.300,00 
 
D .Analisis Kinerja Laporan Keuangan BLU RSUD 
1. Rasio Kas (Cash Ratio) 
Kas yang dimaksud adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat 
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU, tidak termasuk saldo bank pada 
rekening dana kelolaan (Jamsoskes/BPJS) yang belum menjadi hak BLU. Setara 
Kas merupakan bagian dari asset lancer yang sangat likuid, yang dapat 
dikonvewrsi sebagai kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa 
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan 
persediaan. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan 







Penentuan skor rasio kas adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 4.6 
Skor Rasio Kas 
Rasio Kas dalam %  
(RK) 
Skor 
RK > 480 0,25 
420 < RK ≤ 480 0,5 
360 < RK ≤ 420 1 
300 < RK ≤ 360 1,5 
240 < RK ≤ 300 2 
180 < RK ≤ 240 1,5 
120 < RK ≤ 180 1 
60 < RK ≤ 120 0,5 
0 < RK ≤ 60 0,25 
RK = 0 0 
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II 
 
Cash Ratio (Rasio Kas)  = 
                 
                       
        
  = 
             
             
         
  = 210.65 
RSUD Haji Makassar mempunyai rasio sebesar 210,65, maka skor untuk rasio kas 
RSUD Haji Makassar sebesar 1,5 
 
2. Rasio Lancar (Current Ratio) 
 Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar (asset tetap). 




akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 
bulan setelah tanggal neraca, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan 
jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari 
tanggal neraca, atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak 
dibatasi.  
 Aset lancer antara lain meliputi kas dan setara kas, ivestasi jangka pendek, 
piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan uang muka, dan biaya dibayar 
dimuka, tidak termasuk saldo bank pada rekening dana (Jamkesda/BPJS) yang 
belum menjadi hak BLU. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang 
diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam 12 bulan setelah 
tanggal neeaca. 
Penentuan skor rasio lancar adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Skor Rasio Lancar 
 
Rasio Lancar %  
(RL) 
Skor 
RL > 600 2,5 
480 < RL ≤ 680 2 
360 < RL ≤ 420 1,5 
240 < RL ≤ 360 1 
120 < RL ≤ 240 0,5 
0 < RL ≤ 120 0,25 
RL = 0 0 





Current Ratio (Rasio Lancar)  = 
           
                       
        
  = 
              
             
        
  = 384,75 
 
RSUD Haji Makassar mempunyai rasio lancar sebesar 384,75, maka skor untuk 
rasio lancar RSUD Haji Makassar sebesar 1,5 
 
3. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 
Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa 
dalam rangka kegiatan operasional BLU. Pendapatan usaha merupakan PNBP 
BLU yuang diperoleh ssebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada 
masyarakat. 
Penentuan skor periode penagihan piutang adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Periode Penagihan Piutang 
 




PPP < 30 2 
30 ≤ PPP < 40 1,5 
40 ≤ PPP < 60 1 
60 ≤ PPP < 80 0,5 
80 ≤ PPP < 100 0,25 
 PPP  ≥ 100 0 





Collection Period = 
                  
               
          
 = 
                   
              
          
 = 48.68 
RSUD Haji Makassar mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor 
untuk rasio periode penagihan piutang RSUD Haji Makassar adalah 1 
 
4. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 
Pendapatan operasional merupakan PNBP BLU yang diperoleh sebagai 
imbalan atas barang/jasa yang diserahkan  kepada masyarakat, hasil keerjasama 
dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang 
tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk 
pendapatan yang berasal dari APBN dan hibah. Aset tetap dihitung berdasarkan 
vnilai perolehan asset tetap dikurang konstruksi dalam pengerjaan. 
Penentuan skor perputaran asset tetap adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Skor Perputaran Aset Tetap 
 
Perputaran Asset Tetap %   
(PAT) 
Skor 
PAT > 20 2 
15 < PAT ≤  20 1,5 
10 < PAT ≤  15 1 
5 < PAT ≤  10 0,5 
0 < PAT ≤  5 0,25 
PAT = 0 0 





Fixed Asset Turnover  = 
                     
          
        
  = 
              
               
        
  =14.91 
RSUD Haji Makassar rasio perputaran aset tetap 14.91 maka skor untuk rasio 
perputaran aset tetap RSUD Haji Makassar adalah 1. 
 
5. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 
Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit 
sebelum pos keuntungan/kerugian tanpa memperhitngkan pendapatan investor 
yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan. Aset tetap adalah nilai 
perolehan asset tetap tanpa memperhitungkan konstruksi dalam pengerjaan. 




Skor Rasio Imbalan atas Aset Tetap 
 
Return on Fixed Asset %   
(ROFA) 
Skor 
ROFA > 6 2 
5 < ROFA ≤  6 1,7 
4 < ROFA ≤  5 1,4 
3 < ROFA ≤  4 1,1 
2 < ROFA ≤  3 0,8 
1 < ROFA ≤  2 0,5 
0 ≤ ROFA ≤ 1 0 







Return on Fixed Asset           = 
                   
            
                         
          
        
                
                                                 = 
                             
               
        
            = 1.98 
RSUD Haji Makassar mempunyai rasio imbalan atas aset tetap 1.98 maka skor 
untuk rasio imbalan atas aset tetap RSUD Haji Makassar 0.5 
 
6. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 
Ekuitas adalah selisih antara hak residual BLU atas asset dengan seluruh 
kewajiban yang dimiliki. 
Penentuan skor rasio imbalan ekuitas adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.11 
Skor Rasio Imbalan Ekuitas 
 
Return on Equity %   
(ROE) Skor 
ROE > 8 2 
7 < ROE ≤  8 1,8 
6 < ROE ≤  7 1,6 
5 < ROE ≤  6 1,4 
4 < ROE ≤  5 1,2 
3 < ROE ≤  4 1 
2 < ROE ≤  3 0,8 
1 < ROE ≤  2 0,6 




ROE = 0 0 
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II 
 
Return on Equity  = 
                   
            
                         
                     
                
                            
        
             
                                       = 
                             
                              
        
   
 = 2.21 
RSUD Haji Makassar mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 2.21 maka skor 
untuk rasio imbalan ekuitas RSUD Haji Makassar adalah 0.8 
 
7. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 
Total persediaan adalah seluruh barang persediaan yang dimiliki oleh 
rumah sakit sebagaimana diatur dalam PSAP No.05 Paragraf 05. Pendapatan BLU 
merupakan pendapatan yang terdiri atas pendapatan yang diperoleh sebagai 
imbalan atau barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakattemasuk pendapatan 
yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga 
keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan 











Penentuan skor rasio perputaran persediaan adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Skor Rasio Perputaran Persediaan 
 
Perputaran Persediaan (Hari)  
(PP) 
Skor 
 PP > 60 0 
55 < PP ≤  60 0,5 
45 < PP ≤  55 1 
35 < PP ≤  45 1,5 
30 < PP ≤  35 2 
25 < PP ≤  30 1,5 
15 < PP ≤  25 1 
5 < PP ≤  15 0,5 
0 <  PP ≤ 1 0,4 
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II 
 
 
Inventory Turnover  =  
                      
             
          
  = 
                 
              
          
  = 19.31 
RSUD Haji Makassar mempunyai rasio perputaran persediaan 23 hari, maka skor 
untuk rasio perputaran persediaan RSUD Haji makassar adalah 1 
 
8. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional  
Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam 




belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan 
pendapatan PNBP BLU, tidak termasuk biaya penyusutan. 
 Penentuan skor rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Skor Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 
 




 PB > 65 2,5 
57 < PB ≤  65 2,25 
50 < PB  ≤  57 2 
42 < PB ≤  50 1,75 
35 < PB ≤  42 1,5 
28 < PB ≤  35 1,25 
20 < PB ≤  28 1 
12 < PB ≤  20 0,75 
4 < PB ≤  12 0,5 
0 <  PB ≤ 4 0 
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II 
 
 
Rasio P. PNBP thd Biaya Operasional = 
               
                
        
  = 
              
              
        
  = 48.78 
RSUD Haji Makassar mempunyai rasio PNPB terhadap biaya operasional sebesar 







9. Rasio Subsidi Biaya Pasien 
Jumlah subsidi biaya pasien adalah selisih biaya perawatan yang 
dikeluarkan rumah sakit dengan tarif jaminan, pemberian keringanan kepada 
pasien tidak mampu, termasuk kegiatan bakti sosial rumah sakit (Corporate 
Social Responsibility). Jumlah subsidi yang dimaksud diperhitungkan dalam 
periode satu tahun.  
 Penentuan skor rasio subsidi biaya pasien adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.14 
Skor Rasio Subsidi Biaya Pasien 
 
Rasio Subsidi Biaya Pasien (%) 
(SBP) 
Skor 
 SBP ≤ 1 0 
1 < SBP ≤  3 0,5 
3 < SBP  ≤  5 1 
5 < SBP  ≤  10 1,5 
10 < SBP ≤  15 2 
15 < SBP  ≤  18 1,5 
18 < SBP ≤  20 1 
 SBP  ≤  20 0,5 
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II 
 
 
Rasio Subsidi Biaya Pasien = 
                          
             
        
  = 
             
              
        




RSUD Haji Makassar mempunyai rasio subsidi biaya pasien sebesar 13.51 maka 
skor untuk rasio dimaksud adalah 2 
 
 
E. Penjelasan Analisis Implementasi PPK-BLU dan Kinerja Keuangan RSUD 
HAJI Makassar  
Laporan Keuangan BLU-RSUD Haji Makassar disajikan sesuai prinsip-
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu berdasarkan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan 
konsep biaya historis. Laporan arus kas BLU-RSUD disusun dengan metode 
langsung (direct method) yang digolongkan dalam kegiatan operasi, investasi, dan 
pendanaan. 
Untuk pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan 
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, BLU harus mengembangkan sub sistem 
akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP setiap 
semester dan tahun. Untuk penggabungan (konsolidasi) laporan keuangan BLU 
dengan laporan keuangan kementrian/lembaga dilakukan sesuai standar akuntansi 
pemerintah (SAP), dengan dilampiri laporan keuangan sesuai dengan SAK. 
Laporan keuangan tahunan BLU diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan 
BLU meliputi laporan realisasi anggaran/laporan oprasional (laporan aktivitas), 
neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta laporan kinerja. 
Laporan keuangan RSUD Haji Makassar telah di audit setiap tahunnya oleh 




Status BLU rumah sakit telah diperoleh tanpa didahului oleh kesiapan 
semua pihak rumah sakit dalam melakukan berbagai perubahan sesuai dengan 
tujuan pemerintah menjadikan rumah sakit sebagai BLU, sehingga perubahan dan 
penyesuaian yang perlu dilakukan berjalan lambat dan bertahap. Perbaikan atas 
sistem pengumpulan data kinerja perlu dilakukan, terutama untuk menghasilkan 
nilai kinerja yang akurat dan dapat dihandalkan bagi pengambilan keputusan. 
Peningkatan nilai kinerja keuangan tidak dapat berjalan dengan sendirinya, 
karena sangat terkait dengan aspek-aspek lainnya seperti adanya peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan tata kelola yang berjalan baik, 
peningkatan kualitas sumber daya manusia, penempatan pegawai sesuai dengan 
kompetensi yang di butuhkan, pengelolaan sumber daya yang baik dan tertib serta 
keandalan sumber data kinerja. Selanjutnya sangat di perlukan dukungan 
manajemen yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk senantiasa fokus 
pada perbaikan kinerja. 
Terdapat perubahan yang berarti pada nilai-nilai indikator kinerja rumah 
sakit PPK-BLU telah memberikan manfaat bagi kelancaran pemberian layanan 
kepada pasien antara lain : 
1. PPK-BLU memberikan fleksibilitas penggunaan dana, dimana rumah sakit 
dapat menggunakan dana yang diperoleh dari oprasionalnya tanpa harus di 
setor dulu ke kas Negara dan melalui prosedur birokrasi pencairan yang 
panjang dan memakan waktu cukup lama, pada akhirnya mengganggu 




2. PPK-BLU mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, terutama obat-
obatan dan bahan habis pakai yang secara rutin harus tersedia dengan cepat 
karena rumah sakit dapat melakukan pembelian secara langsung ke distributor, 
sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih  murah serta adanya diskon secara 
resmi difaktur  (discount on factur) menyebabkan harga jual obat yang 
dibebankan kepada pasien yang lebih murah. 
3. PPK-BLU memberikan fleksibiltas rumah sakit untuk melakukan kerja sama 
dalam bentuk KSO (Kerja Sama Operasi) atau MOU dengan pihak ketiga. 
Dengan KSO/MOU proses mendapatkan alat menjadi lebih mudah, tidak 
membutuhkan birokrasi yang panjang dan apabila terjadi kerusakan/gangguan 
pada alat yang di-KSO kan pihak perusahaan akan segera 
memperbaiki/menggantinya sehingga tidak mengganggu kelancaran pelayanan 
kepada pasien. 
 Peningkatan kinerja keuangan dapat dilihat dari pos-pos Peningkatan 
kinerja kaungan dapat dilihat dari setiap pos-pos laporan keuangan. Saldo pada 
kas dan setara kas BLU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar per 31 
Desember 2014 meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini pendapatan 
RSUD Haji Makassar yaitu sebesar Rp.27.376.796.319 dapat direalisir sebesar 
Rp.30.721.484 atau 112.22% 
 Terdapat belanja pegawai pada RSUD Haji Makassar sebesar 
Rp.38.143.727.293 atau sebesar 98.35%. Di mana gaji dan tunjangan sebesar 
Rp.17.639.006.393, penghasilan pns Rp.8.992.122.500,Honor pns sebesar 




sebesar Rp.38.143.727.293. Belanja barang dan jasa pada RSUD Haji Makassar 
mempunyai anggaran sebesar Rp.21.439.206.054 atau 92.89%. Adapun belanja 
modal RSUD Haji Makassar sebesar Rp.5.644.921.635 atau 98.10%. 
 Peningkatan pada asset dapat dilihat dari pos-pos, di mana asset lancar 
mempunyai total sebesar Rp.12.772.168.384. Dari total tersebut mempunyai 
rekening koran sebesar 6.992.576.665. Terdapat beberapa piutang RSUD Haji 
Makassar sebesar Rp.4.154.541.143 terdiri dari piutang Jamkesda dan piutang 
BPJS. Adapun persediaan bahan habis pakai mempunyai total sebesar 
Rp.1.625.050.576, terdiri dari ATK, alat listrik, obat-obatan.bahan pembersih dan 
makanan pokok.  
  RSUD Haji Makassar mempunyai total asset tetap sebesar 
Rp.219.721.458.224. Dimana total asset tetap tersebut di dapatkan dari pos-pos 
rincian aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 
irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya. Adapun akumulasi penyusutan pada 
asset tetap terdapat pada peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jalan irigasi 
dan jaringan dan asset tetap lainnya, total penyusutan asset tetap sebesar 
Rp.14.849.007.229. Penyusutan asset tetat berdasarkan peraturan Gubernur Prov. 
Sulawesi Selatan no.71 tahun 2013. Asset lainnya adalah asset tak berwujud 
sebesar Rp.586.071.500. Di mana RSUD Haji Makassar melakukan pengadaan 
tetapi tidak terlaksana. 
 Kewajiban RSUD Maji Makassar mempunyai total sebesar 




sebesar Rp.409.404.070. Dan utang jangka pendek lainnya sebesar 
Rp.2.910.132.120. 
 Pembagian ekuitas dana pada RSUD Haji Makassar terbagi menjadi 
3(tiga) yaitu, ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana 
konsolidasi. Hal ini ekuitas dana lancar memiliki total sebesar (-20.848.089.725), 
dalam hal ini ekuitas dana lancar mempunyai total minus(-) yang disebabkan oleh 
realisasi belanja yang tidak sesuai dengan realisasi pendapatan,cadangan 
piutang,cadangan persediaan dan dana dari utang jangka pendek.  
 Adapun ekuitas dana investasi sebesar Rp.206.507.841.463 yang di dapat 
dari investasi aset tetap dan investasi aset lainnya. Ekuitas dana konsolidasi 
sebesar Rp.36.939.794.300. 














Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pola 
pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK_BLU) pada laporan keuangan 
dan kinerja kauangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar. 
Implementasi PPK BLU dinilai dengan melihat ketaatan RSUD Haji Makassar 
dalam penyesuaian regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengenai laporan 
keuangan BLU. Kinerja keuangan dinilai dengan menggunakan alat analisis rasio.   
Penyusunan laporan keuangan RSUD beracuan pada Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia 
(IAI) sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Hal senada dituturkan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008, tanggal 23 Mei 2008 
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 
Yang sselanjutnya diatur dalam Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit yang 
disahkan Menteri Kesehatan, Nomor: 191/MENKES/SK/V/2013, tanggal 7 Mei 
2013. 
Dalam hal ini bentuk implementasi pola pengelolaan keuangan Badan 
Layanan Umum (BLU) RSUD Haji Makassar yaitu berupa peningkatan pelayanan 
umum terhadap masyarakat berupa penyediaan barang/jasa tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan dan peningkatan kinerja keuangan. Dengan adanya pola 
pengelolaan keuangan BLU dapat memberikan fleksibiklitas berupa keleluasaan. 
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Hasil dari kinerja keuangan RSUD Haji Makassar dapat dilihat dari 
laporan kinerja keuangan. Untuk menilai kinerja penelitian ini beracuan pada 
penentuan skor kinerja keuangan yang sesuai Pedoman Penilaian Kinerja Badan 
Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan yang tertuang pada Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2014. Rasio kas sebesar 210,65% itu berarti 
skor rasio kas BLUD RSUD Haji Makassar sebesar 1,5. Rasio lancar sebesar 
384,75% itu berarti rasio lancar BLUD RSUD Haji Makassar sebesar 1,5. Periode 
penagihan piutang sebesar 48,65% itu berarti skor BLUD RSUD Haji Makassar 
sebesar 1. Perputaran aset tetap sebesar 14,91% itu berarti skor dari BLUD RSUD 
Haji Makassar sebesar 1. Imbalan atas aset tetap  sebesar 1,98% itu berarti skor 
dari BLUD RSUD Haji Makassar sebesar 0,5. Imbalan ekuitas sebesar 2,21% itu 
berarti skor dari BLUD RSUD Haji Makassar sebesar 0,8. Perputaran persediaan 
sebesar 19,31% itu berarti skor dari BLUD RSUD Haji Makassar sebesar 1. Rasio 
Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional sebesar 48,78% itu berarti skor 
BLUD RSUD Haji Makassar sebesar 1,75. Rasio Subsidi Biaya Pasien sebesar 
13,51% itu berarti skor dari BLUD RSUD Haji Makassar sebesar 2. Jumlah skor 
yang didapatkan dari analisis rasio keuangan sebesar 11,05 sehingga BLUD 
RSUD Haji Makassar masuk dapat kriteria yang sehat.         
 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan peneliti berupa saran-saran atas 




1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan rentang waktu penelitian yang lebih 
lama sehingga analisi terhadap kecenderungan peningkatatan atau penurunan 
kinerja dapat dilihat lebih jelas. 
2. Perlu adanya sisoalisasi tentang pedoman akuntansi dengan beberapa 
peraturan-peratuan yang mendukung penyusunan laporan keuangan sehingga 
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